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BAB VI

PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis temuan hasil penelitian dan pembahasan hasil peneletian  sebagaimana telah dideskripsikan pada Bab V Bagian B, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, telah disikapi dengan pengadaan kegiatan training (pendidkan dan pelatihan) namun masih minim; Sistem upah (salaries) dilakukan secara normatif tetapi belum sepenuhnya mengacu pada merit system; kondisi kerja menunjukkan mekanisme yang sesuai SOP namun aspek kordnasi antar SKPD belum maksimal; Rekrutmen secara normatif untuk CPNS dan pejabat telah dilakukan sesuai SOP tetapi masih dikooptasi political interest dari penguasa.

2. Penguatan organisasi, yang meliputi; Pemberian insentif telah berjalan dengan berbasis kinerja; Pemanfaatan personil belum mengacu pd asas the right man on the right pleace; Leadership lebih bersifat motivasi dalam menigkatkan kinerja individu dan organisasi; Kultur organisasi mengacu pada SOP yang telah baku (ada); Komunikasi telah berjalan baik namun perlu peningkatan pemahaman pesan untuk menghindari mis komunikasi antar SKPD; Struktur manajerial dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan masih  dikooptasi regulasi strategis hingga diskresi kebijakan berjalan kurang maksimal. 
3. Reformasi kelembagaan terkait; Aturan main rezim ekonomi dan politik, dikooptasi oleh rezim penguasa; Perubahan kebijakan dan hukum serta Reformasi konstitusional, telah dilakukan berdasarkan kebutuhan kelembagaan namun resonansi turbulensi kebijakan masih terasa kuat. 
4. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pengembangan kapasitas (capacity building) Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, menunjukkan:
a. Faktor pendukung: (1) kometmen bersama (komitmen organisasi) mampu menciptakan upaya pengembangan kapasitas (capacity building) Pemerintah Daerah, (2) kepemimpinan mampu memotivasi kinerja organisasi, dan (3) reformasi aturan (regulasi) mampu memperbaiki aturan (regulasi) yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi karena tuntutan perkem-bangan jaman yang membuat selalu mengadaptasi situasi perkembangan dan tuntutan kebutuhan organisasi dalam mengembangan kapasitasnya, dengan adanya reformasi aturan (regulasi) memungkinkan untuk melakukan perubahan kearah peningkatan kinerja organisasi yang lebih baik.
b. Faktor penghambat: (1) inkonsistensi peraturan (kebijakan) menghambat proses maupun pelaksanaan pengembangan (capacity building) karena dan (2) anggaran (budget), keterbatasan anggaran dapat menghambat proses maupun pelaksanaan pengembangan kapasitas (capacity building) masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk mewujudkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.
B. Saran
Saran ini terkait hasil penelitian diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya pengembangan sumber daya manusia (SDM) Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, terkait training (pendidkan dan pelatihan),  perlu ditingkatkan dan disinkronisasi soft skill individu dengan job description yang diamanatkan, sehingga penerapan prinsip “the right man on the right pleace” dapat terpenuhi. Sistem upah (salaries) dilakukan secara merit system;  Kondisi kerja hendaknya tidak dilakukan semata-mata berdasarkan SOP akan tetapi perlu ada diskresi sehingga koordinasi antar SKPD dapat berjalan maksimal; Rekrutmen CPNS dan pejabat hendaknya dilakukan secara merit sistem. 
2. Hendaknya penguatan organisasi, yang meliputi; Pemberian insentif ditingkatkan dan menjaga sustainabilitasnya; Pemanfaatan personil disesuaiakan keahlian dan kebutuhan masing-masing SKPD; Leadership menjadi best practice dalam pengelolaan organisasi; Kultur organisasi menjadi acuan dalam meningkatkan kinerja individu dan kinerja organisasi; Komunikasi menjadi sarana untuk meningkatkan koordinasi antar SKPD; Struktur manajerial dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi yang berbasis marit system. 
3. Hendaknya reformasi kelembagaan terkait; Aturan main rezim ekonomi dan politik  tidak dikooptasi oleh rezim penguasa; Perubahan kebijakan dan hukum serta Reformasi konstitusional, dilakukan berdasarkan kebutuhan kelembagaan.
4. Hendaknya faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pengem-bangan kapasitas (capcity building), baik faktor-faktor pendukung maupun faktor-faktor penghambat, dijadikan referensi untuk mengevaluasi program dan kegiatan masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, agar program dan kegiatan selanjutnya dapat terselenggara lebih baik dibanding dengan program dan kegiatan sebelumnya.
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